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MK Akan Putus PH Pileg Lampung, Jateng, Gorontalo,
Maluku dan Papua 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku dan Papua
Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan Sidang
yang akan dimulai pukul 13.00 WIB ini akan memutus lima perkara, yaitu Nomor Perkara 236-07-
09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Lampung (Partai Berkarya), Nomor Perkara 112-10-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Jawa Tengah (PPP), Nomor Perkara 220-07-
30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Gorontalo (Partai Berkarya), Nomor Perkara 247-06-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Maluku (Partai Garuda), dan Nomor Perkara 250-00-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Papua (Purwn. Paus Kogoya).

Pada sidang perdana, Rabu (10/7), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang teregistrasi
dengan Nomor Perkara 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menyatakan menarik
permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Aswanto selaku Ketua Panel Sidang menyatakan bahwa
surat pemberitahuan penarikan permohonan PPP sudah diterima MK.

Dalam permohonannya, Partai Persatuan Pembangunan mempersoalkan kelalaian yang
dilakukan KPU selaku Termohon berupa tidak tersedianya surat suara sesuai jumlah DPT.
Pemohon menilai hal tersebut telah memengaruhi perolehan suara di Dapil Jawa Tengah 8. Lalu
ada Agus Setyobudi yang merupakan Caleg Kabupaten Kudus dari Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) Daerah Pemilihan (Dapil) 3 untuk Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe mendalilkan
dalam permohonannya telah terjadi kecurangan saat Pileg 2019 lalu. Pemohon menduga ada
pemilih yang hanya terdaftar untuk pilpres di Kecamatan Jekulo (Desa Honggosoco, Desa
Tanjung Rejo, Desa Sadang) dan Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas dan Desa Soco), akan
tetapi ikut memilih caleg di daerah tersebut.

Selanjutnya ada permohonan Partai Berkarya yang memersoalkan kecurangan dalam Pemilihan
Anggota DPRD Dapil Pandeglang 5. Menurut kuasa hukum Partai Berkarya, Martha Dinata
bahwa kecurangan tersebut mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan terjadi
penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Secara keseluruham, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan
tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional
dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)
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